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PUTUSAN

Nomor 342/Pdt.G/2023/PA.Smi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SUKABUMI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang

Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara: 

xxxxx, tempat tanggal lahir Sukabumi, 16 Mei 1997 (umur 26 tahun), agama

Islam,  pendidikan  SLTA,  pekerjaan  xxxxxxxx  xxxxxx,  tempat

kediaman di KOTA SUKABUMI, sebagai Pemohon;

Lawan,

xxxxxx, tempat tanggal lahir Jakarta, 23 Maret 1999 (umur 24 tahun), agama

Islam,  pendidikan  SLTA,  pekerjaan  xxxxxxxx  xxxxx  xxxxxx,

tempat kediaman di xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, Kelurahan

xxxxxx xxxxxxx, Kecamatan Citamiang, xxxx xxxxxxxx, sebagai

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah  mendengar  keterangan  Pemohon  dan  memeriksa  alat  bukti  di  muka

sidang; 

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal

25 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukabumi pada

tanggal 25 Mei 2023 dengan register perkara Nomor 342/Pdt.G/2023/PA.Smi,

serta  dalam  persidangan,  pada  pokoknya  dalil-dalil  gugatan  tersebut  telah

diteguhkannya sebagai berikut:

1. Bahwa  Pemohon  dengan  Termohon  telah  melangsungkan

pernikahan  pada  hari  Minggu,  tanggal  28  Februari  2021  dihadapan

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

xxxxxxxx sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 070/33/II/2021 tanggal

01 Maret 2021;  
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2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon

tinggal dan berumah tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di KOTA

SUKABUMI;  

3. Bahwa  antara  Pemohon  dengan  Termohon  telah  bergaul

sebagaimana layaknya suami  isteri  dan sudah dikaruniai  1  (satu)  orang

anak,  yaitu  XXXXX,  Perempuan,  lahir  di  Sukabumi,  tanggal  09  Oktober

2021;  

4. Bahwa  pada  awal  menikah  Pemohon  dan  Termohon  hidup

dengan rukun dan Harmonis, namun sejak bulan September 2022 rumah

tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis karena

adanya perselisihan dan pertengkaran disebabkan: 

a. Bahwa  Pemohon  mulai  bersikap  dingin  dan  acuh  kepada

Termohon dikarenakan Pemohon memiliki wanita idaman lain;  

b. Bahwa Oktober  tahun 2023,  Termohon mencoba bertanya atas

perubahan  sikap  Pemohon  yang  kemudian  Pemohon  akui  bahwa

Pemohon sudah memiliki  hubungan terlarang dengan wanita  idaman 

lain sejak di bulan Agustus 2022;  

c. Bahwa Termohon telah mencoba memaafkan dan mempertahkan

hubungan perkawinan dengan Pemohon, namun Pemohon belum bisa

merubah sikap dinginnya terhadap Termohon, sehingga Pemohon dan

Termohon sepakat untuk berpisah tempat tinggal sementara waktu;  

5. Bahwa puncak dari ketidakharmonisan tersebut terjadi pada bulan

Mei  2023,  Pemohon  tidak  bisa  untuk  mempertahankan  hubungan

perkawinannya dengan Pemohon dan kemudian menjatuhkan talak secara

lisan  di  hadapan  keluarga  Termohon.  Namun  semenjak  bulan  Oktober

tahun  2022  antara  Pemohon  dan  Termohon  sudah  tidak  melaksanakan

kewajiban layaknya sebagai seorang suami istri dan sudah berpisah tempat

tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan;  

6. Bahwa  Pemohon  telah  berupaya  memperbaiki  kondisi  rumah

tangga  dengan  Termohon  melalui  perantara  keluarga  Pemohon  dan

keluarga Termohon, akan tetapi tidak berhasil;  
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7. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana

tersebut  di  atas  Pemohon  merasa  tidak  mampu  lagi  membina  dan

mempertahankan  rumah  tangganya  dengan  Termohon.  karena  rumah

tangga  yang  Sakinah,  mawaddah  dan  warahmah  tidak  mungkin  lagi

diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;  

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon

kepada  Bapak Ketua Pengadilan  Agama Sukabumi  cq.  Majelis  Hakim yang

memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut: 

1. Mengabulkan permohonan Pemohon (PEMOHON);  

2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak

satu  raj'i  terhadap  Termohon  (TERMOHON  (Alm)) di  depan  sidang

Pengadilan Agama Sukabumi;  

3. Biaya perkara menurut hukum;  

Atau  Apabila  majelis  hakim  berpendapat  lain  mohon  putusan  yang  seadil-

adilnya; 

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang

menghadap di  persidangan sedangkan Termohon tidak  hadir  dan tidak  pula

mengutus  orang  lain  sebagai  wakil  atau  kuasanya  yang  sah  untuk  datang

menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil  secara resmi dan patut

oleh  Jurusita  Pengganti  Pengadilan Agama Sukabumi sesuai  dengan relaas

panggilan  Nomor  342/Pdt.G/2023/PA.Smi,  serta  tidak  terbukti  ketidak

hadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah

datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan

patut,  selanjutnya  dimulai  pemeriksaan  perkara  dengan  membacakan  surat

permohonan  Pemohon  yang  maksud  dan  isinya  tetap  dipertahankan  oleh

Pemohon;

Bahwa selanjutnya atas kesempatan yang diberikan oleh majelis hakim

Pemohon menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa  Pemohon  bersedia  memberikan  nafkah  anak  sejumlah

Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan;
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- Bahwa Pemohon bersedia untuk memberikan nafkah Iddah kepada

Termohon setip bulannya Rp1.000.000,00 (satu juta  rupiah) total untuk 3

bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa  Pemohon  bersedia  memberikan  mut’ah  kepada  Termohon

berupa uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Bahwa oleh  karena  Termohon  atau  kuasanya  yang  sah  tidak  pernah

hadir  di  persidangan,  maka  jawaban  Termohon atas  permohonan  Pemohon

tidak dapat didengarkan;

Bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  permohonannya,  Pemohon  telah

mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi  Keterangan  Domisili  atas  nama  Pemohon  Nomor

470/204/02.1001/2023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Cikole pada tanggal

24  Mei  2023  Bukti  surat  tersebut  telah  diperiksa  oleh  Majelis  Hakim,

dicocokkan  dengan  aslinya  yang  ternyata  sesuai  dan  telah  dinazegelen,

kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi paraf dan tanggal oleh Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 070/33/II/2021 yang dikeluarkan dari

KUA Citamiang xxxx xxxxxxxx Provinsi Jawa Barat, tanggal 01 Maret 2021.

Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan

aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode

bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi:

1. Saksi  1,  SAKSI  1,  umur  64  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SLTA,

pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Jl. RE Martadinata Gg. Adirja RT

04  RW 06  xxxxxxxxx  xxxxxx  xxxxxxxxx  xxxxxx  xxxx  xxxxxxxx,  di  bawah

sumpahnya,  saksi  memberikan  keterangan  yang  pada  pokoknya  sebagai

berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;

- Bahwa setelah  menikah Pemohon dan Termohon tinggal

bersama di KOTA SUKABUMI;

- Bahwa  dari  pernikahan  Pemohon  dan  Termohon  telah

dikaruniai 1 (satu) orang anak;
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- Bahwa  awalnya  rumah  tangga  Pemohon  dan  Termohon

rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2022 sudah tidak rukun

dan harmonis;

- Bahwa  saksi  pernah  melihat  Pemohon  dan  Termohon

bertengkar pada akhir tahun 2022;

- Bahwa  penyebab  ketidak  harmonisan  rumah  tangga

Pemohon  dan  Termohon  karena  Pemohon  memiliki  teman  wanita,

Pemohon juga mengakui memiliki hubungan dengan wanita tersebut;

- Bahwa sejak Oktober 2022 antara Pemohon dan Termohon

sudah  berpisah  tempat  tinggal  dan  tidak  pernah  bersama-sama  lagi,

Pemohon pergi meninggalkan Termohon;

- Bahwa  saat  ini  Pemohon  memiliki  pekerjaan,  dengan

penghasilan Rp1.500.000,- per bulan;

- Bahwa  keluarga  sudah  berusaha  merukunkan  Pemohon

dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak akan

mengajukan  pertanyaan  apapun,  sedangkan  Termohon  tidak  dapat

didengarkan tanggapannya;

2. Saksi  2,  SAKSI  2,  umur  53  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SLTA,

pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Jl. RE Martadinata Gg. Adirja RT

04 RW 06 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Kota Sukabumi, di  bawah

sumpahnya,  saksi  memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai

berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;

- Bahwa setelah  menikah Pemohon dan Termohon tinggal

bersama di KOTA SUKABUMI;

- Bahwa  dari  pernikahan  Pemohon  dan  Termohon  telah

dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa  awalnya  rumah  tangga  Pemohon  dan  Termohon

rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2022 sudah tidak rukun

dan harmonis;
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- Bahwa  saksi  pernah  melihat  Pemohon  dan  Termohon

bertengkar pada akhir tahun 2022;

- Bahwa  penyebab  ketidak  harmonisan  rumah  tangga

Pemohon dan Termohon karena Pemohon memiliki wanita idaman lain,

dan hal tersebut diakui oleh Pemohon;

- Bahwa sejak Oktober 2022 antara Pemohon dan Termohon

sudah  berpisah  tempat  tinggal  dan  tidak  pernah  bersama-sama  lagi,

Pemohon pergi meninggalkan Termohon;

- Bahwa  saat  ini  Pemohon  memiliki  pekerjaan,  dengan

penghasilan rata-rata setiap bulannya Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus

ribu rupiah);

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan

oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa  atas  keterangan  saksi  tersebut,  Pemohon  menyatakan  tidak

akan  mengajukan  pertanyaan  apapun,  sedangkan  Termohon  tidak  dapat

didengarkan tanggapannya;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana

tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa  untuk  mempersingkat  uraian  putusan  ini  ditunjuk  segala  hal

yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari putusan ini; 

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  telah  berusaha  mendamaikan

Pemohon  agar mau mengurungkan niatnya untuk menceraikan Termohon dan

kembali membina rumah tangga dengan  Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa upaya perdamaian  Majelis  Hakim tersebut  telah

sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 65, Pasal 82

Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  sebagaimana  telah  diubah  dengan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006  jis. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang
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Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

jis. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang,  bahwa  sebelum  pemeriksaan  pokok  perkara   semua

sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan wajib lebih dahulu diupayakan

penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator yang dihadiri oleh

kedua  belah  pihak,  sebagaimana  dimaksud  Pasal  17  ayat  1  Peraturan

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa pada setiap tahap persidangan Pemohon hadir di

persidangan, namun  Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain

menghadap sebagai wakil/kuasanya, sehingga mediasi tidak dapat diupayakan

sebagaimana amanat Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung

Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor

7 Tahun 1989 sebagaimana telah  diubah dengan Undang-Undang Nomor  3

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

2009, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan

menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama

Islam, diantaranya bidang perkawinan;  

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Termohon berada di

wilayah hukum Pengadilan agama Sukabumi,  karennaya, maka berdasarkan

Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

junctis Pasal  1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 junctis

Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 49 serta Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 129 Kompilasi Hukum

Islam,  Pengadilan  Agama  Sukabumi  berwenang  untuk  menerima  dan

memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah

mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi; 

Menimbang, bahwa bukti  P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang

telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan

akta  otentik,  isi  bukti  tersebut  menjelaskan  mengenai  identitas  Pemohon,
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sehingga  bukti  tersebut  telah  memenuhi  syarat  formil  dan  materiil,  serta

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165

HIR jo. 301 R.Bg jo. Pasal 1870 dan Pasal 1888 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah

bermeterai  cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta

otentik,  isi  bukti  tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Pemohon

dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan

materiil,  serta  mempunyai  kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup,

Pasal 165 HIR jo. 301 R.Bg jo. Pasal 1870 dan Pasal 1888 KUH Perdata;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  bukti  P.1  dan  P.2,  Pemohon  telah

memenuhi  asas personalitas  Keislaman mengajukan permohonan  mengenai

sengketa  bidang  perkawinan,  maka  dengan  demikian  perkara  a  quo yang

diajukan Pemohon merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang,  bahwa  sebelum  mempertimbangkan  pokok  perkara,

terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pemohon mempunyai hubungan

hukum  dengan  Termohon  sehingga  Pemohon  berkualitas  sebagai  legitima

persona standi in judicio dan mempunyai kepentingan hukum dalam perkara a

quo;

Menimbang,  bahwa  Pemohon  mendalilkan,  Termohon  adalah  isteri

Pemohon yang telah melangsungkan perkawinan secara sah dan tercatat di

KUA serta  Pemohon  mempunyai  kehendak  untuk  menceraikan  Termohon,

sehingga  Pemohon merasa mempunyai kepentingan hukum dalam perkara a

quo;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.2 tersebut bersifat sempurna

dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga harus dinyatakan

terbukti bahwa  Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam

perkawinan yang sah, karena itu pula Pemohon harus pula dinyatakan terbukti

mempunyai  hubungan hukum dengan Termohon karena adanya perkawinan

yang  sah,  maka  demi  hukum  pihak  Pemohon  adalah  pihak  yang

berkepentingan  dan  berkualitas  sebagai  pihak  yang  mengajukan  perkara

(legitima persona standi in judicio) dalam perkara a quo;
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Menimbang, bahwa dari rangkaian posita permohonan Pemohon, yang

mendalilkan telah  terjadi  ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon,

Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon didasarkan pada ketentuan

Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi

Hukum Islam, merupakan bagian dari alasan mengajukan perceraian, sehingga

secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan lebih

lanjut; 

Menimbang, bahwa selanjutnya ternyata  Termohon tidak pernah hadir

di  persidangan  meskipun  telah  dipanggil  dengan  resmi  dan  patut,  dan

ketidakhadiran  Termohon  tersebut  tidak  ternyata  disebabkan  oleh  suatu

halangan  yang  sah,  maka  permohonan  Pemohon  dapat  dikabulkan  dengan

verstek sebagaimana dimaksud Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dapat dikabulkan

dengan  verstek,  akan  tetapi  oleh  karena  perkara  ini  berkaitan  dengan

perceraian (personal recht) dan harus ada cukup alasan bahwa antara suami

istri  itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri, maka kepada Pemohon

tetap  dibebani  kewajiban  untuk  membuktikan  dalil-dalil  permohonannya,

sebagaimana, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor

9 Tahun 1975 jis. Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa  alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon

adalah didasarkan atas  terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus

menerus,  maka  sesuai  ketentuan  Pasal  22  ayat  (2)  Peraturan  Pemerintah

Nomor  9  Tahun  1975  jo.  Pasal  134  Kompilasi  Hukum  Islam  jis. Pasal  76

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

2009,  Majelis  Hakim perlu  mendengar kesaksian keluarga atau orang-orang

yang dekat dengan pihak-pihak yang berperkara (suami istri);

Menimbang,  bahwa  untuk  memenuhi  ketentuan  dimaksud,  Majelis

Hakim telah mendengar 2 (dua) orang saksi orang dekat Pemohon, masing-

masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;
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Menimbang,  bahwa  saksi-saksi  yang  diajukan  Pemohon  di

persidangan,  yaitu  saksi  1  dan  saksi  2,  mempunyai  hubungan  keluarga

kedekatan dengan  Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga

memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR jo Pasal 76

UU No. 7 Tahun 1989  jis. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Tahun 1975 jis. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang,  bahwa  keterangan  saksi-saksi  berdasarkan  pengetahuan

yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi,

karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang,  bahwa  sehubungan  alat  bukti  saksi  telah  memenuhi

ketentuan  syarat  formil  dan  materil,  maka  nilai  kekuatan  pembuktian  yang

terkandung di dalamnya bersifat  bebas (vrij  bewijs kracht).  Dan berdasarkan

Pasal  171  ayat  (1)  dan  172  HIR,  Majelis  Hakim  menilai  alat  bukti  saksi

Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang

terkandung  dalam keterangannya  dapat  menguatkan  permohonan  Pemohon

tentang sengketa dalam rumah tangganya;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  gugatan  Pemohon,  yang  didukung

bukti  P.1  dan  P.2,  serta  keterangan  2  (dua)  orang  saksi,  Majelis  Hakim

menemukan fakta–fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan Pemohon

bertempat tinggal di wilayah Sukabumi;

2. Bahwa  Pemohon  dan  Termohon  merupakan  suami  isteri  yang

menikah pada tanggal  28 Februari  2021 di  Kecamatan KUA Citamiang

xxxx xxxxxxxx Provinsi Jawa Barat;

3. Bahwa  pada  mulanya  rumah  tangga  Pemohon  dan  Termohon

rukun dan dan harmonis;

4. Bahwa  sekurang-kurangnya  sejak  tahun  2022  rumah  tangga

Pemohon dengan Termohon hingga saat ini sudah tidak rukun lagi, karena

sering berselisih dan bertengkar;

5. Bahwa  perselisihan  dan  pertengkaran  antara  Pemohon  dan

Termohon disebabkan karena Pemohon memiliki wanita idaman lain;
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6. Bahwa  akibat  perselisihan  dan  pertengkaran  tersebut  antara

Pemohon dan Termohon,  sekurang-kurangnya sejak Oktober  2022 dan

selama  itu  pula  keduanya  tidak  pernah  melaksanakan  hak  dan

kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

7. Bahwa, baik Majelis Hakim dalam persidangan, maupun orang-

orang dekat dengan Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati

Pemohon  dan  Termohon  dan  sudah  ada  upaya  musyawarah  keluarga

untuk merukunkan Pemohon dan Termohon,  akan tetapi  tidak berhasil,

karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  tersebut  di  atas  dapat

disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa  Pemohon  dan  Termohon  bertempat  tinggal  di  wilayah

yuridiksi Pengadilan Agama Sukabumi; 

2. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri

yang sah;

3. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak

rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus; 

4. Bahwa  sudah  ada  upaya  yang  maksimal  untuk  merukunkan

Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil; 

5. Bahwa,  rumah  tangga  Pemohon  dan  Termohon  telah  pecah

(broken  marriage)  sehingga  rumah  tangga  antara  Pemohon  dengan

Termohon sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (onheel baar

tweespalt);

6. Bahwa  alasan  perceraian  Pemohon  tidak  disebabkan  suatu

perbuatan yang melawan hukum; 

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu

dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak

pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:

Menimbang, bahwa prinsip dasar perkawinan atau pernikahan adalah

akad yang sangat kuat atau  mitsaqan ghalidzan untuk menaati perintah Allah

yang  bertujuan  untuk  mewujudkan  kehidupan  rumah  tangga  yang  sakinah,

mawaddah dan rahmah serta diperlukan niat yang besar dari suami isteri untuk
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menjaga hubungan dengan melaksanakan tanggung jawabnya masing-masing

dan  memupuk  kasih  sayang  antara  satu  dengan  lainnya  agar  keduanya

mendapatkan  kedamaian  jiwa  dan  ketentraman  hati,  saling  mengasihi  dan

menyayangi  sebagaimana  disyaratkan  dalam  ketentuan  Pasal  1  Undang-

Undang  Nomor  1  Tahun  1974  yang  telah  diubah  dengan  Undang-Undang

Nomor 16 Tahun 2019;  

Menimbang,  bahwa dalam melaksanakan  hak  dan  kewajiban  dalam

keluarga,  setiap  orang  mempunyai  hak  untuk  mendapatkan  rasa  bahagia,

aman, tenteram dan damai untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan yang

tentunya bergantung pada kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap

orang dalam lingkup rumah tangga tersebut, sebagaimana Penjelasan Umum

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004; 

Menimbang,  bahwa  dari  ketentuan  tersebut  dapat  diketahui  bahwa

salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan batin antara seorang pria

sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, sehingga apabila unsur

ikatan batin  ini  sudah tidak  ada lagi  maka sebenarnya perkawinan tersebut

sudah rapuh dan tidak utuh lagi;  

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  hukum  di  persidangan

sebagaimana tersebut di atas, tergambar secara nyata keretakan dalam rumah

tangga  Pemohon  dengan  Termohon,  karenanya  Pemohon  dan  Termohon

berselisih terus menerus hingga mengakibatkan keduanya pisah tempat tinggal.

Selama pisah tempat tinggal tersebut baik Pemohon maupun Termohon tidak

lagi  menunjukan  komitmennya  untuk  memperbaiki  hubungan  kasih  sayang

suami istri agar rumah tangganya dengan Pemohon kembali utuh, atau setidak-

tidaknya  upaya  damai  antara  keduanya  tidak  berhasil,  karenanya  Pemohon

kehilangan  rasa  cintanya  dan  tidak  berniat  lagi  untuk  mempertahankan

kehidupan rumah tangganya dengan Termohon, dan perasaan yang demikian

itu telah Pemohon tunjukan dalam sidang melalui  sikap dan tekadnya untuk

bercerai;

Menimbang,  bahwa  fakta  hukum  mengenai  keadaan  rumah  tangga

Pemohon dan Termohon tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang

terkandung dalam Al- Qur'an Surat al-Baqarah ayat 227 yang artinya "Apabila
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mereka berazam (bertetap hati ) untuk thalak, maka sesunguhnya Allah Maha

Mendengar  lagi  Maha  Mengetahui";  serta  tujuan  perkawinan  sebagaimana

yang digariskan dalam Al-Qur’an surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-

Undang  Nomor  1  Tahun  1974  yang  telah  diubah  dengan  Undang-Undang

Nomor 16 Tahun 2019 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk

rumah tangga yang bahagia, kekal,  sakinah, mawaddah dan rahmah, tidaklah

dapat diwujudkan dan hal ini menjadi petunjuk bahwa tidak ada lagi ikatan batin

diantara Pemohon dan Termohon, apabila pernikahan dalam kondisi seperti itu

tetap  dipertahankan,  patut  diduga  akan  lebih  mendatangkan  mafsadat

(keburukan) daripada maslahat (kebaikan), di antaranya timbulnya penderitaan

batin  yang  berkepanjangan  dari  kedua  belah  pihak,  oleh  karena  itu,  dalam

rangka menghindari timbulnya penderitaan tersebut, maka menolak keburukan

itu  harus didahulukan daripada mengharap kebaikan,  hal  ini  sejalan dengan

salah satu kaidah fiqhiyyah 

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

Dengan  demikian,  Majelis  Hakim  memandang  jalan  terbaik  bagi

Pemohon  dan  Termohon  agar  terhindar  dari  mafsadat  (keburukan)  tersebut

adalah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas  tanpa  mempersoalkan  siapa  yang  benar  dan  siapa  yang  salah,  maka

alasan-alasan  perceraian  dalam  perkara  ini  dianggap  telah  memenuhi

ketentuan Pasal  19 huruf  (f)  Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidak-tidaknya permohonan

Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka

permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon

untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan

keadilan kepada istri yang menurut hukum harus dilindungi sebagaimana dalam

Ringkasan Kebijakan (Policy Brief) Jaminan Perlindungan Hak-Hak Perempuan

dan  Anak  Pasca  Perceraian  Direktorat  Jenderal  Badan  Peradilan  Agama

Mahkamah Agung RI yang tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Badan
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Peradilan Agama Nomor 1959 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Ringkasan

Kebijakan (Policy Brief) Jaminan Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak

Pasca Perceraian, maka Majelis Hakim memandang perlu menambahkan amar

mengenai nafkah iddah dan mut'ah, dengan pertimbangan sebagai berikut:

     Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan Al-

Qur’an dan Fiqih Islam sebagai berikut ; 

1. Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 241 berbunyi: 

المتقين      على حقا بالمعروف متاع وللمطلقت
Artinya:  ”Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh

suaminya) mut’ah menurut yang ma’ruf sebagai suatu kewajiban

bagi orang-orang yang bertaqwa”

Juga firman Allah SWT. dalam surat al-Ahzab ayat 49 yaitu:

......... جميل     سراحا سرحوهن و فمتعوهن
Artinya:  ”Senangkanlah  oleh  hati  mereka  dengan  pemberian  dan

lepaskanlah mereka secara baik”.

2. Kitab al-Muhadzdzab juz II halaman 176 berbunyi :

في            والنفقة السكنى لها وجب رجعيا طلقا الدخول بعد إمرأته طلق إذا
العدة

Artinya : Apabila  suami  menceraikan  isteri  sesudah  dukhul  dengan  talak

raj'i,  maka  isteri  berhak  mendapat  tempat  tinggal  dan  nafkah

semasa iddah ; 

3. Kitab al-Fiqhu ala Madzahi al-Arba'ah juz IV halaman 576 disebutkan: 

جعـيا          ر المطلقة للزوجة يجب لعـدة ا النفقة ان
Artinya; Bahwasanya  nafkah  dalam iddah  itu  wajib  diberikan oleh  bekas

suami dari isteri yang ditalak raji'i oleh suaminya;

Menimbang,  bahwa  dalam  perkara  ini,  Majelis  Hakim  perlu

mengemukakan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 tentang  Perkawinan  menyebutkan  bahwa  :  “Pengadilan  dapat

mewajibkan  kepada  bekas  suami  untuk  memberikan  biaya  penghidupan

dan/atau  menentukan  suatu  kewajiban  bagi  bekas  isteri”.  Demikian  pula

menurut  Pasal  149  huruf  (b)  Kompilasi  Hukum  Islam disebutkan  bahwa
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“Perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan

nafkah,  maskan dan  kiswah  selama dalam masa iddah yang  layak kepada

bekas isterinya kecuali isterinya nusyuz”; 

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Yurisprudensi   Mahkamah  Agung

Nomor  106.K/AG/1997,  maka  secara  ex  officio  Majelis  Hakim  dapat

mewajibkan  Pemohon  untuk  memberikan  biaya  penghidupan  dan  atau

menentukan sesuatu kewajiban untuk Termohon sebagai isterinya;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  hukum  dan  pertimbangan-

pertimbangan di atas, Termohon berhak mendapatkan pemberian uang nafkah

iddah, karenanya secara ex officio Majelis Hakim dapat mewajibkan Pemohon

Konvensi untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pemberian nafkah iddah adalah

jumlah  nilai  nafkah  iddah  yang  sesuai  dengan  kepatutan  hukum,  perlu

dipertimbangkan dari  beberapa segi  hukum yang  terkait  yang  mengatur  hal

tersebut;

Menimbang  bahwa  untuk  menentukan  dan  mengukur  apakah  nilai

jumlah  suatu  beban  sesuai  dengan  kepatutan  hukum,  maka  acuan  berpikir

harus bertitik tolak dan ditegakkan adalah asas keseimbangan, asas keadilan,

dan asas sesuai kemampuan. Perlunya menegakkan asas keseimbangan, asas

keadilan  dan  asas  sesuai  kemampuan  tersebut  dimaksudkan  agar  tercapai

tujuan hukum untuk mewujudkan kemaslahatan;

Menimbang  bahwa  asas  kemampuan  sebagaimana  tersebut  di  atas

dimaksudkan agar tidak menetapkan beban yang melebihi beban kemampuan

suami bertentangan dengan rasa keadilan, sebagaimana maksud firman Allah

dalam Al-Qur’an surah Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi :

“..........  Seseorang  tidak  dibebani  melainkan  menurut  kadar

kesanggupannya ...................” (QS Al-Baqarah : 233);

Menimbang,  bahwa dalam persidangan Pemohon menyanggupi  untuk

memberikan nafkah anak sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta  dua ratus ribu

rupiah) setiap bulannya untuk satu orang anak yang bernama xxxx, (lahir, 09

Oktober 2021) anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Termohon, nafkah

Iddah kepada Termohon selama 3 (tiga) bulan, sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu
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juta rupiah) perbulan dengan total Rp 1.000.000,00 x 3 = Rp3.000.000,00 (tiga

juta rupiah) serta mut’ah berupa uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta

rupiah);

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  di  atas,  maka  Majelis

Hakim menetapkan dan menghukum Pemohon untuk membayar  nafkah anak

sejumlah  Rp1.200.000,00  (satu  juta  dua ratus  ribu  rupiah)  setiap  bulannya

untuk  satu  orang anak yang bernama xxxxx,  (lahir,  09  Oktober  2021)  anak

tersebut  saat  ini  berada  dalam  asuhan  Termohon,  nafkah  Iddah  kepada

Termohon selama 3 (tiga) bulan, sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)

perbulan dengan total Rp 1.000.000,00 x 3 = Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)

serta  mut’ah  berupa  uang  tunai  sejumlah  Rp2.000.000,00  (dua  juta  rupiah)

sesuai dengan kesanggupannya di atas;

Menimbang,  bahwa  untuk  memberikan  perlindungan  dan  hak-hak

perempuan  pasca  percerain,  maka  pembayaran  kewajib  akibat  perceraian

tersebut,  Majelis  Hakim  harus  memerintahkan  kepada  Pemohon  untuk

memenuhinya  sebelum  Pemohon  mengucapkan  ikrar  talaknya  kepada

Termohon  (sesuai  SEMA  Nomor  1  Tahun  2017  Tentang  Pemberlakuan

Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2017 Sebagai

Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan halaman 17;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  perkara  ini  termasuk  bidang

perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Nomor  7  Tahun  1989  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang

Nomor  3  Tahun  2006  dan  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009  tentang

Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan  pasal-pasal  dari  peraturan  perundang-undangan  yang

berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
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3. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan

talak  satu  raj'i  terhadap  Termohon  (TERMOHON)  di  depan  sidang

Pengadilan Agama Sukabumi;

4. Menghukum kepada Pemohon untuk memberikan kepada Termohon

berupa : 

4.1 Nafkah  iddah  selama  masa  iddah sejumlah

Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

4.2 Mut’ah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

5. Menghukum kepada Pemohon untuk memberikan nafkah anak yang

bernama  xxxxxx,  (lahir,  09  Oktober  2021),  anak  tersebut  dalam asuhan

Termohon,  melalui  Termohon  setiap  bulannya  sejumlah  Rp1.200.000,00

(satu juta dua ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa/berumur 21

tahun/dapat hidup mandiri;

6. Menghukum  kepada  Pemohon  untuk  memenuhi  kewajiban-

kewajibannya  tersebut  sebelum  Pemohon  berikrar  menjatuhkan  talak

terhadapa Termohon;

7. Membebankan  kepada  Pemohon  untuk  membayar  biaya  perkara

sejumlah Rp510.000,00(lima ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian  diputuskan  dalam  musyawarah  Majelis  Hakim  Pengadilan

Agama Sukabumi pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 Masehi bertepatan

dengan  tanggal  24  Dzulqaidah  1444  Hijriah  oleh  H.  Isep  Rijal  Muharom,

S.Ag.,M.H.,  sebagai  Ketua Majelis,  Apep Andriana,  S.Sy.,M.H.,dan  Sena Siti

Arafiah, S.Sy.,M.Si. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

diucapkan pada hari  itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua

Majelis  beserta  para  Hakim Anggota  tersebut,  dan  didampingi  oleh  Drs.  H.

Beben  Buhori,  sebagai  Panitera  Pengganti,  dengan  dihadiri  oleh  Pemohon

tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,
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H. Isep Rijal Muharom, S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota,

Apep Andriana, S.Sy.,M.H.

Hakim Anggota,

Sena Siti Arafiah, S.Sy.,M.Si.
Panitera Pengganti,

Drs. H. Beben Buhori

Perincian biaya :

-  Pendaftaran : Rp 30.000,00

-  Proses : Rp 50.000,00

-  Panggilan : Rp 390.000,00

-  PNBP : Rp 20.000,00

-  Redaksi : Rp 10.000,00

-  Meterai : Rp              10.000,00  

J u m l a h : Rp 510.000,00

(lima ratus sepuluh ribu rupiah).
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